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Abstrak

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di K ecamatan Kalipuro Kabupaten

Banyuwangi Tahun 2013

Febiyani CitaMarli
Jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Penelitian ini memfokuskan pada penerapan sistem pengelolaan yang dilakukan Tim
Pelaksana yang dibentuk di masing — masing desa. Penerapan prinsip akuntabilitas
pengelolaan Alokasi Dana Desa ini dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua
kegiatan dan paska kegiatan sehingga pengelolaan Alokasi Dana Desa diharapkan dapat
dipertangung jawabkan. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi, khususnya kecamatan Kalipuro dalam upaya meningkatkan
akuntabilitas pengelolaan Alokas Dana Desa. Pendlitian ini dilaksanakan di lima desa di
wilayah kecamatan Kalipuro. Informan dalam penelitian ini diwakili oleh kepala desa,
sekretaris desa dan bendahara. sedangkan pihak dari lembaga pemberdayaan masyarakat desa
diwakili oleh ketua dan anggota yang tentunya berkompeten yaitu camat, kepala seks
pemerintah desa dan unsur badan permusyawaratan desa. Penelitian dilakukan wawancara
secara mendalam dan dengan cara pengamatan langsung dilapangan terkait pengelolaan
ADD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan ADD
telah memenuhi prinsip transparansi dan partisipasi. Pada tahap pertanggung jawaban sudah
cukup baik dalam penerapan akuntabilitasnya.

Katakunci : Alokas Dana Desa, Akuntabilitas, transparansi, partisipasi
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ABSTRACT

the management of the allocation of foundsfor the Village Kalipuroin district of

Banyuwangi 2013

Febiyani CitaMarli
Jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Jember

This study focuses on the application of the system of conducted by The implementation
team was formed in each village. The application of the principle of accountability in the
management of this village fund allocation. Strating from planning and execution of all
ativities and post activities, so that the management of village fund allocation is expected to
be accounted. This research is expected to benefit local governments Banyuwangi,especially
Kalipuro districts in an effort to increase management accountability village fund allocation.
This study was conducted in five villages in districts Kalipuro . Informants in this study is
represented by the village head , village secretary and treasurer . while the party of rura
community development agencies represented by the chairman and members are certainly
competent , namely the subdistrict head, section head of the village administration and village
consultative body element . Research conducted interviews and direct observation in the field
related to the management of ADD. The results showed that at the planning and execution of
ADD has fulfilled the principles of transparency and participation . At the stage of
accountability has been quite good in the application of accountability.

Keywords: Village Fund Allocation, Accountability, Transparency, Participation
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RINGKASAN

Pengelolaan Alokas Dana Desa di Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi tahun
2013;Febiyani Cita Marli , 090810301201; 43hal;Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam undang — undang nomor 32
tahun 2004 tentang pemerintah daerah .berdasarkan ketentuan ini Desa diberi pengertian
sebagal kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas — batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pada tahun 2013 jumlah
ADDdikabupaten Banyuwangi sebesar 21.420.000.000 yang di bagi kepada 189 desa di 23
kecamatan , kecamatan kalipuro merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Banyuwangi
yang mempunyai jumlah ADD pada tahun 2013 sebesar 485.712.500 .

Keberhasilan akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) sangat dipengaruhi oleh isi
kebijakan dan konteks implementasinya. Namun di dalam pelaksanaannya tergantung
bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan ADD
dalam mendukung keberhasilan program.

Kecamatan kalipuro terdiri dari 4 kelurahan dan 5 desa, jJumlah penduduk kecamatan
kalipuro pada tahun 2013 sebanyak 75.211 yang terdiri dari 37.165 jiwa ( 49% ) laki — laki
dan 38.046 ( 51% ) jiwa perempuan. Dari hasil penelitian tersebut dapat dirangkum
perencanan program Alokas Dana di 5 desa se Kecamatan Kalipuro secara bertahap telah
melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan
penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi guna pembelgaran kepada masyarakat
desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui  forum
musrembangdes ( Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ).Pelaksanaan program
Alokasi Dana Desa di kecamatan Kalipuro telah menerapkan prinsip partisipatif,responsif
dan transparan.penerapanprinsip akuntabilitas pada tahap pelaksanaan ini masih sebatas
padapertanggungjawaban fisik, sedangkan dari sisi administrasi sudah dilakukan sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.pertanggungjawaban program
Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kalipuro secara teknis maupun pertanggungjawaban sudah
cukup baik. Pertanggungjawaban pengelola ADD kepada masyarakat yakni dengan bentuk
fidik sedangkan kepada pemerintah diatasnya dalam bentuk laporan yang petunjuk teknisnya
telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten.program tertib administrasi yang telah diterapkan
mendapatkan respon positif dari masyarakat.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Daam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah diatur
mengena pelaksanaan sistem desentralisasi di Negara Indonesia, dimana pemerintah pusat
memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian
proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan
pembangunan. Landasan pemikiran dalam pengaturan tentang desa yang dianut UU No.
32/2004 sesungguhnya tetap mempertahankan apa yang dianut dalam UU No. 22/1999, yaitu
keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.
Landasan ini sangat kontras dibanding yang dianut sebelumnya dalam UU No. 5/1979 yang
dinyatakan secara tegas mengarah pada penyeragaman bentuk dan susunan pemerintahan

desa dengan corak nasional. ( Thomas : 2013)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang
dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari
pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.
otonomi desa menurut ketentuan normatif dipahami sebagai “Otonomi Asli”, otonomi yang
tidak diciptakan negara tetapi merupakan the right of the people sebagai hak-hak yang
melekat pada diri masyarakat itu sendiri dan bersifat given.

Keberadaan Desa secara yuridis forma diakui dalam Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang
diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara K esatuan Republik Indonesia.

Desa dan kelurahan adalah satuan pemerintah terendah dengan status berbeda. Desa
adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum
sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administras yang hanya merupakan
kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota, jadi kelurahan bukan badan hukum

melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintah dari pemerintah
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kabupaten/kota diwilayah kelurahan setempat.sedangkan desa adalah wilayah dengan batas-
batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan
mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya. ( Hany : 2011 )

Agar dapat melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus komunitasnya,
desa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, diberikan
kewenangan yang mencakup:

1 Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;

2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan
pengaturannya kepada desa;

3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah

Kabupaten/K ota; dan
4, Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan

kepada desa.

Landasan Dasar Alokasi Dana Desa (ADD) ini yaitu undang-undang Nomor 32 tahun
2004, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 37 Tahun 2007 yang diperbarui dalam nomor 113 tahun 2014 tentang
pengelolaan keuangan desa, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ Tanggal
17 tahun 2006 periha Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Surat Edaran Menteri Nomor
140/1784/2006 Tanggal 3 oktober 2006 perihal Atas Tanggapan Pelaksanaan Alokas Dana
Desa (ADD),UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan perarturan pemerintah no 60 tahun
2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Melalui Alokasi Dana Desa, desa ataupun kelurahan berpeluang untuk mengelola
pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan desa secara otonom. Alokasi Dana
Desa adalah dana yang diberikan kepada desa yang berasal dari dana perimbangan keuangan
pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Pemberian Alokasi Dana
Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar
tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan
keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan
meningkatkan peran Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan
kesgjahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-
wilayah dtrategis. Alokass Dana Desa sangat penting guna pembiayaan
pengembanganwilayah tertinggal dalam suatu sistem wilayah pengembangan.Pelaksanaan

Alokasi Dana Desa ini ditujukan untuk program-program fisik dan non fiskk yang
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berhubungan dengan indikator Perkembangan Desa, meliputi tingkat pendidikan, tingkat
pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan.

Konsep alokas dana desa sebenarnya bermula dari sebuah kritik dan refleksi terhadap
model bantuan desa yang diberikan oleh pemerintah pusat bersamaan dengan agenda
pembangunan desa sgjak tahun 1969. Regulasi terbaru terkait dengan ADD adalah Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tanggal 22 Maret 2005 tentang
Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa (
dalam Mahfuzd: 2009).

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah otonomi yang ada di Jawa timur
yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan
potensi desa/lkelurahan demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih. Wujud nyata
Kabupaten Banyuwangi dalam membantu dan meningkatkan Partisipasi pemerintah desa
adalah berupaya meningkatkan alokas dana yang dapat dipergunakan untuk mendukung
penyelenggaraan dan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya.Selain itu Banyuwangi
memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni terhadap laporan keuangan dan
APBD kabupaten Banyuwangi.

Pemberian ADD dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi kepada desa pada tahun
2013 secara yuridis pengaturannya ditetapkan dalam peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20
tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Banyuwangi tahun
2013, dimana disebutkan tujuan dilaksanakan ADD di Kabupaten Banyuwangi adalah:

a Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial;
b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan
pemberdayaan ditingkat masyarakat;

Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;

d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagmaan, sosial budaya dalam rangka
mewujudkan peningkatan sosial;

e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan
sosial dan ekonomi masyarakat;

0. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;

h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik

Desa ( BUMDesa) dan usaha lainnya.
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Peraturan Bupati nomor 20 tahun 2013 pada tanggal 21 me tahun 2013 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Banyuwangi, Landasan
pemikiran pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi adli,
demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Menyadari arti pentingnya keberadaan Desa
sebagal unsur pemerintah yang berada paling depan atau berhubungan langsung dengan
masyarakat, maka perlu adanya upaya-upaya yang diarahkan untuk mengoptimalkan
fungsinya sebagai penggerak dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan
kesgahteraannya. Berkembangnya paradigma pemberdayaan masyarakat memberikan
inspirasi pemikiran bahwa pemerintah tidak lagi berada pada posisi yang menentukan dalam
menetapkan berbagai kebijakan. Disisi lain masyarakat tidak lagi hanya ditempatkan sebagai
obyek pembangunan, akan tetapi masyarakat diharapkan dapat berperan sebagai subyek
pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas
individual dan sosia sehingga memiliki kemampuan untuk melangsungkan kehidupan atas
dasar kemampuan ekonomi, sosia budaya maupun politik guna mewujudkan masyarakat
madani yang dilandasi nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya setempat.

Besarnya jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi yang bertempat tinggal di desa
dengan berbagai permasalahannya, memberikan inisiatif dan inovasi bagi Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi untuk mengembangkannya kearah yang lebih baik.Hal ini salah
satunya didorong oleh faktor ketertinggalan desa dalam kaitannya dengan kualitas sumber
daya manusia dan sarana prasarana infrastruktur desa yang masih sangat terbatas. Lebih jauh
hal tersebut tidak terlepas dari keterbatasan dana pembangunan yang dialokasikan kepada
desa.Sesuai dengan arah kebijakan nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPIMD) Kabupaten Banyuwangi 2010-2015 pembangunan saat ini diarahkan pada
pola pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat yang berada di pedesaan. Berdasarkan
kebijakan tersebut dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 maka guna mempercepat upaya pemberdayaan masyarakat, Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi mengalokasikan bantuan keuangan kepada desa dalam bentuk
Alokasi DanaDesa (ADD).

Dana ADD yang merupakan dana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada desa
dipergunakan untuk menunjang peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa. Besarnya ADD yang dipergunakan untuk Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa sebesar 30% dari total ADD yang diterima desa yaitu sebesar Rp.
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9.180.000.000, sedangkan 70% sebesar dari total dana ADD vyaitu sebesar  Rp.
21.420.000.000 kepada 189 desa yang dipergunakan untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Keseluruhan ADD yang ditetapkan daam APBD Banyuwangi tahun 2013 sebesar Rp.
21.420.000.000 yang dibagi kepada 189 desa di 23 kecamatan dalam komposisi proporsional
tiap desa yang terdiri dari Alokasi Dana Desa Minimum dan Alokasi Dana Desa
Proporsional. Untuk tahun ini desa yang mendapatkan dana ADD tertinggi adalah Desa
Tulungrejo, Kecamatan Glenmore sebesar Rp. 211.550.000.Sedangkan dana ADD terendah
diterima Desa Sumberanyar, Kecamatan Wongsorgjo yaitu sebesar 149.095.980. Untuk
diketahui, dana ADD berasal dari APBD 2012
(kabarbanyuwangi.info). Berikut rincian pembagian ADD pada masing-masing kecamatan di
kabupaten Banyuwangi dapat dilihat padatabel 1.1 berikut ini.
Tabel 1.1

Pembagian Alokas Dana Desa di masing-masing Kecamatan
di Kabupaten Banyuwangi tahun 2013

untuk pemerintahan desa.

No Kecamatan Jumlah ADD Jumlah ADD Jumlah ADD
minimal proporsional
1 Pesanggaran 485.712.500 358.106.260 834.820.545
2 Bangorejo 679.997.500 470.198.558 1.150.198.557
3 Purwoharjo 777.140.000 543.222.212 1.320.365.068
4 Tegadlimo 874.282.500 561.765.610 1.436.051.323
5 Muncar 971.425.000 649.450.051 1.620.878.621
6 Cluring 874.282.500 610.651.547 1.484.937.260
7 Gambiran 582.855.000 459.855.553 1.042.712.695
8 Srono 971.425.000 649.244.562 1.620.673.132
9 Genteng 485.712.500 343.451.506 829.165.791
10 Glenmore 679.997.500 579.891.136 1.259.891.135
11 Kalibaru 582.855.000 442.724.590 1.025.581.732
12 Singojuruh 1.068.567.500 615.980.951 1.684.552.378
13 Rogojampi 1.748.565.000 1.112.855.392 2.861.426818
14 Kabat 1.554.280.000 901.537.940 2.455.823.652
15 Glagah 777.140.000 425.264.154 1.202.407.010
16 Giri 194.285.000 120.053.545 314.339.259
17 Wongsorejo 1.165.710.000 684.580.398 1.890.010.395
18 Songgon 874.282.500 605.573.159 1.479.858.872
19 Sempu 679.997.500 480.953.257 1.160.953.256
20 kalipuro 485.712.500 342.279.266 827.993.551
21 Siliragung 485.712.500 379.264.498 864.978.783
22 Tega sari 582.855.000 319.751.083 902.607.225
23 licin 777.140.000 481.068.697 1.258.211.553
jumlah 18.360.000.000 | 12.240.000.000 30.600.000.000

Sumber : Bagian Pemerintah Desa
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Dengan memperhatikan ADD masing-masing Kecamatan diatas Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi berharap penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dengan
optimal.

Kecamatan Kalipuromerupakan salah satu kecamatan yang mengalami pemekaran
wilayah di Kabupaten Banyuwangi dan juga merupakan kecamatan yang tergolong baru
dalam tatanan pemerintahan dalam kabupaten Banyuwangi. Selain itu juga aparat — aparat
desa sudah mulai tertib administrasi, dalam proses pelasanaannya untuk tahun ini pihak
terkait sudah melakukan sosialisasi-sosialisas mengenai bagaimana akuntabilitas yang sesual
dengan peraturan. Sedangkan untuk tahun ini merupakan tahun awal dimana pihak kecamatan
sudah benar — benar ingin melaksanakan proses pelaporan sesuai dengan peraturan yang telah
ditetapkan, oleh karena itu sangat menarik untuk dilakukan penelitian tentang Akuntabilitas
Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2013.

Penelitian pengelolaan Alokas Dana Desa di Kecamatan Kalipuro ini difokuskan
pada penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan Tim Pelaksana yang dibentuk di
masing-masing desa.Penerapan prinsip akuntabilitas pengelolaan Alokas Dana Desa ini
dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan paska kegiatan sehingga
pengelolaan Alokasi Dana Desa diharapkan dapat dipertanggungjawabkan.

Pembagian pembagian Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Kalipuro dapat
dilihat padatabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1.2
Pembagian Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Kalipuro tahun 2013

NO DESA ADD SWADAYA %
1 Pesucen 161.824.000 12.720.000 7,86
2 Kelir 163.961.600 23.500.000 14,33
3 Telemung 162.978.000 37.500.000 23
4 Bulusari 149.169.550 44.450.000 29,8
5 Ketapang 190.058.700 23.000.000 12,10
jumlah 827.991.850 141.170.000

Sumber : bagian pemerintah desa, januari 2013(diolah)

Dengan adanya alokasi yang menggunakan asas merata dan adil diharapkan setiap

desa mampu melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam
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musrenbangdes.Dalam mekanisme pengelolaan ADD selanjutnya diserahkan kepada setiap
desa dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini dapat
dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pengelola Alokasi Dana Desa sudah melaksanakan perencanaan Alokasi
Dana Desa sesuai dengan ketentuan.

2. Apakah pengelola Alokasi Dana Desa sudah melaksanakan pel aksanaan Alokasi Dana
Desa sesual dengan ketentuan.

3. Apakah pengelola Alokasi Dana Desa sudah melaksanakan pertanggungjawaban

Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan.

1.3  Tujuan Pendlitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1 Untuk mengetahui apakah pengelola Alokass Dana Desa sudah melaksanakan
perencanaan sesuai dengan ketentuan.

2. Untuk mengetahui apakah pengelola Alokasi Dana Desa sudah melaksanakan
pel aksanaan sesual dengan ketentuan.

3. Untuk mengetahui apakah pengelola Alokasi Dana Desa sudah melaksanakan

pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan.

1.4  Manfaat Pendlitian

Manfaat penelitian ini antaralain:

1 Bagi Akademik
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dalam
mel akukan penelitiannya

2. Dari segi keilmuan
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk mengaplikasikan
berbagai teori yang dipelgari, sehingga akan berguna dalam pengembangan
pemahaman,penalaran, dan pengalaman penulis

3. Bagi pendliti selanjutnya
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Penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan pada pihak yang berkepentingan
untuk mengambil keputusan dalam permasalahan Alokasi Dana Desa serupa, sebagai
bahan kagian bagi pihak yang terkait dengan kebijakan ini sehingga dapat
mengoptimalkan keberhasilan kebijakan.
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Bab |1
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas ( accountability ) adalah ukuran yang menunjukan apakah aktifitas
birokrasi publik / pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan
nlai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi
kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Dengan demikian akuntabilitas terkait dengan falsafah
bahwa lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani rakyat harus
bertanggung jawab secara langsung maupun tidak langsung kepada rakyat.(Wahyudi,2005:3 )

Menurut Lembaga Administrass Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pemabngunan RI (2000:12), akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai
seperti efisiens, efektifitas, reliabilitas dan prediktifitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi
kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik
mengenai masalah apa sgja yang harus dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam lingkungan dan suasana yang
transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Makna
pentingnya akuntabilitas sebagai unsure utama good governance antara lain tercermin dari
berbagai kategori akuntabilitas sebagal berikut:

1. Akuntabilitas internal perorangan yang merupakan pertanggung jawaban
seseorang terhadap Tuhannya. Akuntabilitas ini merupakan petanggungjawaban
pribadi seseorang atas segala sesuatu yang dikerjakannya. Akuntabilitas internal
ini dikenal juga sebagai akuntabilitas spiritual, yang menekankan bahwa
accountableatau tidaknya seseorang lebih tergantung pada moral dan kemampuan
oranf tersebut dalam mengendalikan dirinya. Akuntabilitas interna atau spiritual
ini sangat sulit diukur karena tidak adanya ukuran yang jelas dan diterima oleh
semua orang.

2. Akuntabilitas eksternal yaitu akuntabilitas yang relative mudah diukur mengingat
norma dan standar untuk akuntabilitas ketegori ini dapat dikembangkan dengan
jelas, misalnya dengan adanya pengendalian dan penilaian dalam mekanisme yang
tertuang dalam suatu system dan prosedur kerja yang sengaja disiapkan untuk
keperluan itu. Akuntabilitas eksternal mengandung pengertian akan kemampuan
untuk menjawab setigp pertanyaan yang berhubungan dengan capaian kinerja
pel aksanaan tugas dan wewenang. ( Waluyo, 2007:178)
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Saleh dan Igbal (1995, dalam Kusumaningrum : 2010) berpendapat bahwa akuntabilitas
merupakan sisi-sisi sikap dan watak kehidupan manusia yang meliputi akuntabilitas internal

dan eksternal seseorang Dari Sl internal  seseorang, akuntabilitas merupakan

pertanggungjawaban orang tersebut kepada Tuhan-Nya. Sedangkan akuntabilitas eksternal

seseorangadalah akuntabilitas orang tersebut kepada lingkungannya baik lingkungan

formal (atasan-bawahan) maupun lingkungan masyarakat.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2006) akuntabilitas publik terdiri atas duamacam, yaitu:

a

Akuntabilitas vertikal (vertical accountability), yaitu pertanggungjawaban atas
pengel olaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi.

Akuntabilitas horisontal (horizontal accountability), yaitu pertanggungjawaban
kepada masyarakat luas. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik
adalah pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial

pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut.

Daam sektor publik, dikenal beberapa bentuk dari akuntabilitas, yaitu :

1.

Akuntabitas ke atas (upward accountability), menunjukkan adanya kewagjiban untuk
melaporkan dari pimpinan puncak dalam bagian tertentu kepada pimpinan eksekutif,
seperti seorang dirjen kepada menteri.

Akuntabilitas keluar (outward accountability), bahwa tugas pimpinan untuk
melaporkan, mengkonsultasikan dan menanggapi  kelompok-kelompok klien dan
stakeholders dalam masyarakat.

Akuntabilitas ke bawah (downward accountability), menunjukkan bahwa setiap
pimpinan dalam berbaga tingkatan harus selalu mengkomunikasikan dan
mensosialisasikan berbagal kebijakan kepada bawahannya karena sebagus apapun
suatu kebijakan hanya akan berhasil manakala dipahami dan dilaksanakan oleh
seluruh pegawai.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang seperti dikutip Badan Pengawas Keuangan

dan Pembangunan (BPKP) membedakan akuntabilitas dalam tiga macam akuntabilitas, yaitu

1.

Akuntabilitas Keuangan
keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan,
pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasarannya

adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran
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keuangan instansi pemerintah. Komponen pembentuk akuntabilitas keuangan terdiri

atas:

a. Integritas Keuangan.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesi g, integritas berarti kejujuran, keterpaduan,
kebulatan dan keutuhan. Dengan kata lain, integritas keuanagn mencerminkan
kgujuran penygjiian. Agar laporan keuangan dapat diandalkan informasi yang
terkandung didalamnya harus menggambarkan secara jujur transaksi serta
peristiwa lainnya yang seharusnya disgikan atau yang secara wajar dapat
diharapkan untuk disgjikan.

b. Pengungkapan.
Konsep pengungkapan mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disgjikan
sebaga kumpulan gambaran atau kenyataan dari kegadian ekonomi yang
mempengaruhi instansi pemerintahan untuk suatu periode dan berisi cukup

informasi.

c. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.
Akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah haruis menunjukkan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan
akuntansi pemerintahan.Apabila terdapat pertentangan antara standar akuntansi
keuangan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
maka yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Akuntabilitas Manfaat

Akuntabilitas manfaat pada dasarnya memberi perhatian pada hasil-hasil dari
kegiatan pemerintahan.Hasil kegiatannya terfokus pada efektivitas, tidak sekedar
kepatuhan terhadap prosedur. Bukan hanya output, tapi sampai outcome. Outcome
adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat.Outcome lebih
tinggi nilainya daripada output, karena output hanya mengukur dari hasil tanpa
mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan outcome mengukur output dan
dampak yang dihasilkan. Pengukuran outcome memiliki dua peran yaitu restopektif
dan prospektif. Peran restopektif terkait dengan penilaian kinerja masa lalu,
sedangkan peran prospektif terkait dengan perencanaan kinerja di masa yang akan

datang.
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3.

Akuntabilitas Prosedural

Akuntabilitas yang memfokuskan kepada informas mengena tingkat
kesgahteraan sosial. Diperlukan etika dan moral yang tinggi serta dampak positif
pada kondis sosiad masyarakat. Akuntabilitas prosedural yaitu merupakan
pertanggungjawaban mengenai aspek suatu penetapan dan pelaksanaan suatu
kebijakan yang mempertimbangkan masalah moral, etika, kepastian hukum dan
ketaatan pada keputusan politik untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah
ditetapkan.

2. 2 Konsep Anggaran

Nafarin ( 2004 ) menyatakan bahwa anggaran adalah rencana tertulis mengenal

kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dalam satuan

uang untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut Herawati dan Sunarto (2004)

anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan

dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka

waktu tertentu dimasa yang akan datang.

1
2.
3.

Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi:
Aspek perencanaan

Aspek pengendalian

Aspek akuntabilitas publik

Anggaran sector publik memiliki fungs yang sangat strategis.menurut waluyo (2007:226)
Fungs strategis tersebut antaralain adalah sebagal berikut:

1. Anggaran sebagai alat perencanaan (planning tool)

Anggaran merupakan alat perencanaan manaemen untuk mencapai tujuan organisasi.

Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan

oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari

belanja pemerintahan tersebut.

Anggaran sebagal aat perencanaan digunakan untuk:

a

Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang
ditetapkan,

Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapal tujuan organisasi serta
merencanakan alternative sumber pembiayaannya.

Mengal okasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun, dan
Menentukan indiKator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.
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2. Anggaran sebagal alat pengendalian (control tool)

Sebagal alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan
pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggung-
jawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan
pemborosan-pemborosan pengeluaran.Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa
presiden, menteri, gubernur, bupati, mangjer publik lainnya dapat dikendalikan melalui
anggaran.Anggaran sektor publik dapat digunakan untuk mengendalikan (membatasi
kekuasaan) eksekutif.

Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan melalui empat cara:

a. Membandingkan kinerja actual dengan kinerja yang dianggarkan.

b. Menghitung selisih anggaran.

c. Menentukan penyebab yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan atas
suati varians.

d. Merevis standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.

3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiscal (fiscal tool)

Anggaran sebagal aat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan
ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melaui anggaran pulik terseut dapat
diketahui arah keljakan fiskal pemerintah sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan
estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong memfasilitas dan
mengkoordinasi kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat memperepat pertumbuhan
ekonomi.

4. Anggaran sebagai aat politik(political tool)

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan keutuhan keuangan
terhadap prioritas tersebut.

5. Anggaran sebagal alat koordinasi dan komunikasi ( coordinasi and communication)

Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran. anggaran
publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik
yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit
kerja dalam pencapaian tujuan organisasi.disamping itu, anggaran publik juga berfungsi
sebagai alat komunikasi keseluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.

6. Anggaran sebagai aat penilaian kinerja (performance measurement tool)

Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif) kepada pemberi

wewenang (legidatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia
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capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan aat yang
efektif untuk pengendalian dan penilaian kerja.
7. Anggaran sebagai alat motivasi (motivation tool)

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi mangjer dan stafnya agar
bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi
yang telah ditetapkan.

8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang politik (public sphere)

Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, DPR/DPRD.
Masyarakat, LSM, perguruan tinggi,dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus
terlibat dalam proses penganggaran publik.

2.3 Alokas Dana Desa

2.3.1 devinis Alokasi DnaDesa

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk
menyel enggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari
Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan
pemberdayaan mayarakat.

Dalam PP 72/2005 pasal 1 ayat 11 disebutkan : Alokasi Dana Desa adalah dana yang
dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/K ota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana
perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Kemudian
Pasal Penjelas PP 72/2005 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “bagian dana
perimbangan keuangan pusat dan daerah” adalah terdiri dari dana bagi hasil pgak dan
sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai.
Daam Pasa Penjelas pula disebutkan bahwa Alokas Dana Desa adalah 70% untuk
pemberdayaan masyarakat dan pembangunan serta 30% untuk Pemerintahan Desa dan BPD.
Maksud dan tujuan Alokasi dana desa adalah (ADD) :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan
pelayanan  pemerintahan, pembangunan dan  kemasyarakatan  sesual
kewenangannya.

2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan
potens desa.

3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan
berusaha bagi masyarakat desa.
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4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 tahun 2007 tentang
keuangan Desa tentang Alokasi Dana Desa menjelaskan bahwa Alokas Dana Desa
diberikanberdasarkan perhitungan alokasi dana desa minimal dan aokasi dana desa
proporsional. Alokasi Dana Desa Minimal yang biasa disingkat ADDM adalah Alokasi
Dana Desa yang diberikan secara merata kepada seluruh desa sebesar 60% dari ADD
Kabupaten. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) adalah Alokasi Dana Desa yang
diberikan kepada seluruh desa secara proporsiona berdasarkan nilai bobot desa sebesar
40% dari ADD Kabupaten. Nilai bobot desa ditentukan oleh beberapa variabel yaitu,
kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan desa, jumlah penduduk, luas
wilayah, dan nilai pemasukan PBB Desa dan lain-lain disesuaikan dengan kebutuhan.

2.3.2 Penggunaan dana ADD

Dana ADD yang merupakan dana bantuan pemerintah kabupaten kepada desa
dipergunakan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah desa dan
pemberdayaan masyarakat desa. Besarnya ADD yang dipergunakan untuk
penyelenggaraan pemerintah desa sebesar 30% dari total ADD yang diterima desa,
sedangkan 70% dari tota dana ADD yang dipergunakan untuk pemberdayaan
masyarakat desa.

Guna menamin tertib administrasi dan pengelolaan anggaran, secara rinci
pengalokasian dana ADD dipergunakan untuk:

l. Penyel enggaraan pemerintahan desa sebesar 30% meliputi:

a. Operasiona penyelenggaraan pemerintah desa paling besar 80%
dari 30% dana ADD yang digunakan untuk menunjang kegiatan-
kebgiatan pemerintah desa (pengeluaran rutin berupa belanja
barang,belana pemeliharaan dan pengadaan barang, biaya
dinas,biaya rapat dll),antaralain:

1) Belanjapengadaan alat tulis kantor

2) Belana peraanan dinas aparat pemerintahan desa

3) Pengadaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

4) Pemeliharaan kendaraan dinas

5) Penyusunan pertauran desapertauran kepala desa dan
keputusan kepala desa

6) Pengadaan pakaian dinas
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7)

Kegiatan operasional penyelenggaraan kepala desa lainnya
- Penunjang kegiatan musrembangdes

- Penunjang kegiatan hari besar nasional/keagamaan

- Penunjang program pelayanan masyarakat berbasis IT

- Penunjang taman bacaan desa dan publikasi

- Penunjang kegiatan pel atihan dan pendataan profil desa
- Kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintahan

desalainnya yang dianggap penting

b. Penyelenggaraan badan permusyawaratan desa paling besar 20%

dari 30% dana ADD, yang merupakan bantuan untuk menunang

kegiatan BPD, antaralain:

1)
2)
3)
4)

5)

Biaya sidang/rapat anggora BPD

Biaya makan minum rapat BPD

Biaya aatb tulis kantor (ATK) BPD

Biaya pemeliharaan/atau pengadaan perdatan dan
perlengkapan BPD

Kegiatan BPD lainnya yang dianggap penting.

. Pemberdayaan masyarakat desa sebesar 70%,meliputi:

a

Belanja pemeliharaan dan/atau pembangunan sarana dan prasarana

fisik desa paling besar 65%

Belanja honorarium tim pelaksana desa paling besar 5%

Belana penguatan kel embagaan desa dan kegiatan desa lainnya:

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

Bantuan biaya operasional lembaga desa yang
dibentuk,diakui dan dibina 0;eh pemerintahan desa sebperti
LPMD,RT,RW,PKK,posyandu,karang
taruna,hansip/LINMAS dan sebagainya.

Biaya operasiona pendukung kegiatan mewuudkan
keamanan dan kenyamanan lingkungan

Penyertaan modal usaha melalui BBUMDES

Biaya untuk pengadaan ketahanan dan pemukiman
Perbaikan lingkungan dan pemukiman

Teknologi tepat guna

Perbaikan kesehatan dan pendidikan

Pengembangan sosial dan budaya
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9) Bantuan pelaksanaan pilkades paling besar Rp 20.000.000

10) Penunang perpustakaan desa

11) Kegiatan pemberdayaan lainnya yang dianggap penting

2.4 Pendlitian Terdahulu

Nama peneliti Judul penelitian | Metode Hasil penelitian
Penelitian
Agus Subroto (| Akuntabilitas Penelitian Perencanaan program ADD
2009) Pengelolaan deskriptif (Alokasi Dana Desa) di 12
Dana Desa ( kualitatif desa se Kecamatan
studi kasus (objek dan Tlogomulyo secara bertahap
pengelolaan metode telah melaksanakan konsep
Alokas dana analisis) pembangunan partisipatif
desa didesa- Desa-desa masyarakat desa.
desa dalam kecamatan Pel aksanaan program ADD
wilayah Tlogomulyo|  (Alokasi Dana Desa) di
kecamatan (sampel Kecamatan Tlogomulyo telah
Tlogomulyo penelitian) menerapkan prinsip-prinsip,
kabupaten Wawancara partisipatif, responsif,
Temanggung transparan.
tahun 2008 ) Walaupun penerapan prinsip
akuntabilitas pada tahap ini
masih sebatas
pertanggungjawaban fisik,
sedangkan sisi administrasi
masih belum sepenuhnya
dilakukan dengan sempurna.
Dwi Febri Akuntabilitas Pendlitian Perencanaan program ADD
Avrifianto, Taufik | Pengelolaan kualitatif (Alokasi Dana Desa) di 10
K urrohman DanaDesa dengan desa se kecamatan Umbul sari
Tahun 2012 di pendekatan secara bertahap telah
(2014) K ecamatan analisis melaksanakan konsep
Umbusari deskriptif pembangunan partisi patif
Kabupaten (objek dan masyarakat desa.
Jember metode Pelaksanaan program ADD
analisis) (Alokasi Dana Desa) di
Desa-desa kecamatan Umbulsari telah
kecamatan menerapkan prinsip-prinsip
Umbul sari partisipatif,responsive,transpa
(SAMPEL ran. Penerapan prinsip
Penelitian) akuntabilitas pada tahap

pel aksanaan ono masih
sebatas pada
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pertanggungjawabkan fisik,
sedangkan dari sisi
administrasi sudah dilakukan
sesuai dengan ketentuan yang
telah ditetapkan oleh
pemerintah.

2.5 Kerangka Pemikiran

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 yang menyatakan bahwa salah
satu sumber pendapatan desa diperoleh dari dana perimbangan pusat dan daerah yang
diterima kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%. Dana dari kabupaten/kota diberikan
langsung kepada desa untuk dikelola oleh desa. Penganggaran Alokasi Dana Desa sebesar
30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk biaya
pemberdayaan masyarakat desa (Nurcholis, 2011).

Alokas Dana Desa (ADD) adalah salah satu sumber pendapatan desa yang dimana
pengelolaannya terintegrasi dalam APB desa. Tahapan pengelolaan ADD secara garis besar

mulal dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sebagai berikut:

1) Tahap Perencanaan
Mekanisme perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari kepala desa yang
bertanggungjawab terhadap ADD mengadakan musyawarah desa guna membahas
rencana penggunaan ADD. Pembahasan rencana ADD dihadiri oleh unsur pemerintah
desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan serta tokoh
masyarakat. Selanjutnya hasil musyawarah tersebut dimasukkan dalam Rancangan
Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APB Desa.

2) Tahap Pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan yang sebagamana ditetapkan dalam APB Desa yang
pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana
desa. Untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada
masyarakat, maka setiap pelaksanaan kegiatan fisk ADD wajib dilengkapi dengan
papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan tersebut dilakukan.

3) Tahap Pertanggungjawaban
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Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungj awaban pel aksanaan APB

Desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2007

tentang keuangan desa. Tim pelaksana ADD wajib melaporkan pelaksanaan ADD

yang berupa laporan bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan

penyerapan dana, serta laporan kemajuan fisik pada setiap tahapan pencairan ADD

yang merupakan gambaran kemajuan kegiatan fisik yang dilaksanakan.

Kerangka pemikiran akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-desa di wilayah
Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi dapat digambarkan dalam bagan kerangka pikir

sebagaimana gambar 2.1 berikut ini:

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual Penelitian

PP. 72 Tahun 2005 tentang desa
l

v

Perda Nomor 2 Tahun 2007

!

Perbup Nomor 20 tahun 2013

|

Pelaksanaan ADD di tingkat Desa

\{ ¢ v
Perencanaan ADD Pelaksanaan ADD Pertanggungjawaban ADD
Partisipatif, Transparansi Transparansi, Akuntabilitas Akuntabilitas
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BAB I11
METODOLOGI PENELITI

31 Jenisdan Sumber Data
Adapun jenis data yang penulis peroleh dalam penelitian lapangan ini adalah data
primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, diantaranya:

1. Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung dari para informan berupa informasi di
lapangan, yang meliputi implementasi kebijakanAlokasi Dana Desa dengan faktor-faktor
yang mempengaruhi. Adapunsumber adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

2. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh melaui laporan-laporan,buku-buku, catatan-
catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, diantaranya data dari
segala kegiatan yang berkaitan dengan proses implementas kebijakan Alokas Dana

Desa serta dokumen-dokumen.

3.2 Intrumen Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat, peneliti akan melakukan wawancara
kepada informan-informan untuk dijadikan sebagai sumber imformasi. Informan yang akan
dipilih tentunya orang-orang yang terlibat langsung dan memahami serta dapat memberikan
informasi tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu Pemerintah Desa selaku Tim
Pelaksana Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selaku Tim Pelaksana
Kegiatan.

3.2.1 Informan Pendlitian

Informan dari Pemerintah Desa diwakili oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan
Bendahara. Sedangkan pihak dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa diwakili oleh
ketua dan anggota yang tentunya berkompeten dalam pengelolaan ADD. Untuk memperoleh
data yang berkaitan dengan pengawasan, informan yang dipilih adalah Camat, Kepala Seksi
Pemerintahan desa, dan unsur Badan Permsusyawaratan Desa.

3.3 Tehnik Pengumpulan Data
Daam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi wawancara
dan dokumentasi.

a. Observas
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Mahl (2011) menyatakan observasi merupakan kegiatan mengamati dan
mencermati serta melakukan pencatatan data atau informasi yang sesuai dengan
konteks penelitian. Tehnik observasi dapat menjelaskan secara luas dan rinci tentang
masalah — masalah yang dihadapi karena data observasi berupa deskrips yang
factual,cermat, dan terinci mengena keadaan lapangan, kegiatan manusia dan system
social, serta konteks tempat kegiatan itu terjadi.

Observas juga merupakan upaya memperoleh data primer, yaitu merupakan
teknik pengumpulan informasi melalui pengamatan pada saat proses penelitian sedang
berjalan. Observasi dalam penelitian ini meliputi data tentang kondisi fisik bangunan

hasi| kegiatan Alokasi Dana Desa.

. Wawancara

Esterberg (2002, dalam Sugiyono 2011: 231) mendefinisikan interview sebagai
berikut. ““a meeting of two persons to exchange information and idea through
guestion and responses, resulting in communication and joint construction of
meaning about a particular topic”. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk
bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan
makna dalam suatu topik tertentu.

Untuk memperoleh data primer melalui teknik wawancara secara mendalam dan
wawancara terstruktur untuk memperoleh penjelasan yang rinci dan mendalam
mengenai  Akuntabilitas Alokass Dana Desa di wilayah Kecamatan Kalipuro
Kabupaten Banyuwangi.

Dokumentasi

Teknik Dokumentas digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan
cara menelaah dokumen dan kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai dokumen
seperti; peraturan perundang -undangan, arsip, laporan dan dokumen pendukung

lainnya yang memuatpendapat para ahli kebijakan sehubungan dengan penelitian.

3.4 Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, digunakan teknik triangulasi.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain

(Moleong, 2012). Teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan yang

memanfaatkan penggunaan sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan

mengecek kembali dergjat kepercayaan suatu informasi yang diperolenh melalui waktu dan
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alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton, dalam Moleong, 2012). Hal ini dapat
dicapa dengan jalan:
1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang
dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan
apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan
pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau
tinggi, orang yang berada, orang pemerintahan.

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

35 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan
data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan
menemukan apa yang penting dan apa yang dipelgari, dan memutuskan apa yang dapat
diceritakan kepada orang lain (Bogdan & Biklen, dalam Moleong, 2012).

Langkah-langkah yang dapat dilakukan, yaitu 1). peneliti memulai mengorganisasikan
semua data yang telah dikumpulkan; 2). Membaca data secara keseluruhan dan membuat
catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data;
3). Menemukan dan mengelompokkan pernyataan yang dirasakan oleh responden dengan
melakukan horizonaliting yaitu setiap pernyataan pada awalnya diperlakukan memiliki nilai
yang sama. Selanjutnya, pernyataan yang tidak relevan dengan topik dan pertanyaan maupun
pernyataan yang bersifat repetitif atau tumpang tindih dihilangkan; 4). Mereduks data,
memilah, memusatkan, dan menyederhanakan data yang baru diperoleh dari penelitian yang
masih mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan; 5). Penygjian data, yaitu
dengan merangkal dan menyusun informasi dalam bentuk satu kesatuan, selektif dan
dipahami; 6). Perumusan dalam simpulan, yakni dengan melakukan tinjauan ulang di
lapangan untuk menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul disana. Hasil yang

diperoleh diinterpretasikan, kemudian disgjikan dalam bentuk naratif.

Berdasarkan uraian pendahuluan, landasan teori dan metode penelitian, berikut ini

digambarkan kerangka pemecahan masalah sebagai berikut :
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BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan

Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Kalipuro Kabupaten
Banyuwangi, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. perencanaan Alokasi Dana Desa di 5 desa kecamatan Kalipuro sudah dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan ditandai didahului adanya musrembangdes
dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat.

2. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di 5 desa kecamatan kalipuro sudah dilaksanakan
sesua dengan ketentuan yang ada. Dengan ditanda adanya sosialisas
program,rincian rekapitulas pendanaan serta adanya musyawarah dengan pihak-pihak
yang terkait dengan ADD.

3. Pertanggungawaban Alokasi Dana Desa di 5 desa kecamatan kalipuro sudah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun ada desa yang dalam
penghitungan besaran alokasi tidak sesuai dengan ketentuan yaitu selisih 1%. Namun
untuk keseluruhan sudah sangat baik yaitu dengan ditandai kelengkapan surat SPJ
serta penyampaian laporan yang dil aksanakan secara berjenjang.

5.2 Keterbatasan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan
terdapat keterbatasan dari penelitian ini adalah terdapat beberapa data yang tidak dapat
diperoleh sehingga peneliti harus mencari sumber data kepada pihak kecamatan.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang dirumuskan oleh peneliti, maka dapat
disarankan guna tercapainya kesempurnaan dalam penelitian selanjutnya adalah memberikan
pegertian kepada pihak pemerintah desa agar pemerintah desa dapat terbuka terkait data yang
diperlukan untuk penelitian yang sedang dilakukan.
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Garis Besar Daftar Pertanyaan.

1.

N o g s~ WD

Pengertian ADD.

Apakah perencanaan Alokasi Dana Desa sesual dengan aturan yang ada?
Bagaimana peran masayarakat dalam perencanaan ADD?

Bagaimana dengan akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa?
Bagaimana pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa?

Bagaimana penerapan prinsip transparansi ?

Bagaimana cara meningkatkan kualitas administrasi?
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Hasil Wawancara

1. Perngertian ADD
Alokas dana desa yang dananya bersumber dari pemerintah kabupaten yang
bertujuan menambah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.(pihak
kecamatan, 13 maret 2014)

2. Jadi adokasi dana desa adalah aat untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat?
Y a,selain itu untuk mempercepat pembangunan desa. (pihak kecamatan,13 maret
2014)

3. Apakah perencanaan Alokasi Dana Desa sesuai aturan yang ada?
Perencanaan alokas dana desa sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip
yang telah ditentukan dalam aturan. (kelir,14 maret 2014)
Kami memaksimalkan perencanaan sesuai dengan prosedur yang telah
ditetapkan.dimulai dengan adanya rapat dusun, setelah itu diadakannya rapat
musrembangdes anatara kepala desa dan BPD yang menggunakan dana ADD
KEMUDIAN dilaporkan kepada bupati lewat camat sehinggan disahkan oleg
bupati lewat pemdes dan kabag.(telemung,17 maret 2014)
Pemerintah desa kalipuro sebelum melaksanakan program ADD maka kepala desa
dan perangkatnya dan juga BPD mengadakan survey tersebut akan diketahui hal
apakah yang akan diperlukan dalam pembangunan masyarakat. Setelah itu pihak
pemerintah desaini mengadakan rapat guna menyampaikan apa sgja sekiranya
yang akan menjadi rencana-rencana pembangunan. Selanjutanya diadakannya
rapat APBDes ataupun musrembangdes antara kepala desa dan BPD termasuk
didalamnya mengunakan ADD kemudian dilaporkan kepada Bupatbi lewat
pemdes dan kabag hukum. Setelah itu APBDes diserahkan kembali ke desa lewat
camat. (pihak kecamatan,19 maret 2014)

4. Bagamana peran masyarakat dalam perencanaan alokasi dana desa?
Dalam perencanaan Alokasi Dana Desa,partisipasi masyarakat akan sangat
membantu kelancaran dalam perencanaan alokas dana desa.(bulusari, 18 maret
2014)
Daam perencanaan ADD sepenuhnya diserahkan kepada musyawarah desa/
musrembangdes yang juga sebagai media pembel gjaran masyarakat dalam

mengel ola pembangunan. (pesucen,13 maret 2014)
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Karena musrembangdes sifatnya membangun kami menghimbau masyarakat agar
turut andil terutama kepaa kepala dusun wajib hadir dalam musrembangdes.
(telemung,17 maret 2014)

Kita sama-sama belgjar untuk memutuskan apa yang akan dilaksanakan didesa.
Daam musrembangdes semua pendapat akan ditampung namun masih dalam
pengawasan.

(ketapang,19 maret 2014)

Dalam perencanaan ADD peran masayarakat sangat membantu. Namun terkadang
terdapat beberapa dusun yang ingin lingkungannya yang telebih dahulu
diperbaiki. Oleh karenaitu melalui musrembangdes kami memberikan pengertian
hal-hal yang terlebih dahulu didahulukan.(kelir, 14 maret 2014)

5. Berkenaan dengan partisipasi masyarakat ,bagaimana pel aksanaan proses partisipasi

didalam pembangunan desa?

Sebelum dilaksanakan kegiatan terlebih dahulu dilakukan musyawarah desa guna
membahas perencanaan pembangunan dan yang melaksanakan pembangunan
adalah warga setempat dimana kegiatan pembangunan tersebut
dilaksanakan.(bulusari,18 maret 2014)

6. Bagamana menumbuhkan partisipasi masyarakat?
Masyarakat digjak rundingan,karena pembangunan ini kembali untuk
masyarakatb. Biasanya sebelum diadakan musrembangdes setiap dusun
mengadakan rapat dan nantinya hasi| rapat tersebut disampaikan dalam rapat
APBDes atau mesrembangdes. (kelir, 14 maret 2014)
Pemerintah kabupaten sangat berkomitmen dalam mendorong partispasi
masyarakat, masrakat diharapkan membayar pajak tepat pada waktunya
dikarenakan uang hasil pgjak nantinya dikembalikan lagi kepada masyarakat
dalam bentuk ADD yang besarannya dientbukan oleh pemerintah
kabupaten.(ketapang, 19 maret 2014)

7. Pengertian musrembangdes?
Musrembangdes adal ah musyawarah rencana pembanguan desa. Rapat tahunan
yang akan membahas mengenai rencana-rencana pembangunan desa.(kelir, 14
maret 2014)

8. Setiap perencanaan harus bersifat transparan,betul pak?
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lya,setiap kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan desa harud bersifat
transparan,agar diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat.(telemung,17 maret
2014)
Setiap hal-hal yang yang berkaitan dengan dana ADD dan segala kegiatan yang
akan dilaksanakan. Informan tersebut akan dipasang disetiap titik pembangunan
dimana kegiatan itu berlangsung yang intinya hal itu bisa dipertanggungjawabkan
kepada adan permusyawaratan desa (BPD) selaku wakil dari dari masyarakat
desa.(bulusari 18 maret 2014)

9. Bagaimanahal ini dilakukan berkenaan dengan transparan?
Akan dipasang papan informasi disetiap titik pembangunan dimanakegiatan ini
berlangsung.(telemung,17 maret 2014)
Perencanaan ADD sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip partisipasi,dimana
sebelum dilaksanakan kegiatan terlebih dahulu dilakukan musyawarah desa guna
membahas perencanaan pembangunan dan yang melaksanakan pembangunan
adal ah warga setempat dimana kegiatan pembangunan tersebut
dilaksanakan.(ketapang,19 maret 2014)

10. Bagaimana pel aksanaan Alokasi Dana Desa di desaini,berhubungan dengan

transparansi ?

Pelaksanaan alokasi dana desa didesa kami sangat terbuka sesuai dengan
ketentuan yang tel ah disepakati bahwa setiap kegiatan harus dipasangi papan
pengumuman kegiatan.(pesucen,13 maret 2014)

11. Bagaimana pel aksanaan program Alokasi dana Desa?
Sebelum diadakan kegiatan pembangunan diadakan rapat antara kepala dusun
dengan warga yang nantinya hasil rapat tersebut akan disampaikan kepada kepala
desa dalam rapat yang lebih esar yaitu musrembangdes.(pesucen,13 nov 2013)
Pelaksanaan ADD didesa kami sangat terbuka,terbukti dengan sering diadakannya
rapat antara dusun dengan warga yang nantinya hasil rapat tersebut akan
disampaikan kepaa desa dalam rapat yang lebih besaryaitu
musrembangdes.(kelir,14 nov 2013)

12. Bagaimana dengan akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa?
Kami slalu membuat |aporan setiap kegiatan,baik awal tahun maupun akhir tahun.
Karenamelalui laporan tersebut kami bisa mengevaluasi dan menjadi bahan

untuk syarat penggjuan anggaran ditahun berikutnya.(telemung,17 maret 2014)
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13. Bagaimana pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa?
Setiap dana yang berasal dari pemerintah harus disalurkan dan
dipertanggungjawabkan sesuai dengan kesepakatan yang telah
disepakati.(ketapang,19 maret 2014)
Setiap bualan kami slalu membuat |aporan sesuai dengan petunjuk yang
ada.(pesucen ,13 maret 2014)
Kami slalau membuat |aporan bulanan dan laporan akhir kegiatan.(bulusari,18
maret 2014)
Setiap awal dan akhir ahapan kegiatan kami slalu mengingatkan untuk menyusun
laporan kegiatan sesuai format yang ada.(telemung,17 maret 2014)
Setiap dana yang berasal dari pemerintah harus disalurkan dan dibuatkan laporan
penggunaan dana. Karena selain untuk mengetahui hasil yang sudah dikerjakan
juga sebagai bahan pengajuan anggaran tahap berikutnya. (kelir,14 maret 2014)
14. Bagaimana masyarakat paham mengenai pentingnya partisipasi dalam
pertanggungjawaban?
Disetiap kesempatan,kami slalu menyampaikan pentingnya transparansi yang
tepat, serta mensosialisasikan bagaimana bentuk petanggung jawabn yang
tepat.(bulusari, 18 maret 2014)
15. Apakah disini sudah sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi ?
Kami berusaha untuk memberi pengertian mengenai kelengkapan administrasi
tapi masih dalam tahap pembelgjaran agar sesuai dengan aturan yang telah
ditetapkan.(pesucen,13 maret 2014)
Pemerintah desa wajib memberikan informasi kepada masyarakat luas. Sehingga
masayarakat dapat memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan pel aksanaan
pembangunan desa.(telemung,17 maret 2014)
Pemerintah sangat terbuka pada masyarakat. Jadi masyarakat tidak ada yang
merasa dibohongi tentang masal ah penggunaan dana pemerintah.(ketapang,19
maret 2014)
Saya berharap dengan upaya kitaini benear-bbenar bisa diterapkan sehingga
masyarakat dapat memberikan masukan dalam pembangunan desa.(bulusari,18
maret 2014)
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Pelaksanaan ADD didesa kami sangat terbuka,pak kades slalu mengajak untuk
benar-benar memicarakan untuk pembangunan desa. Mengeluarkan ide-ide jadi
gotong royong bersama-sama.(kelir,14 maret 2014)

16. Contoh dari administrasi keuangan Alokasi Dana Desa yang baik?
Setiap pengeluaran yang tejadi slalu diberi nota dan ditandatangani oleh si
penerima nota.(pesucen,13 maret 2014)

17. Bagaimana cara meningkatkan kualitas administrasi?
Kami akan sebaik mungkin untuk terus menerus belgjar bagaimana menciptakan
tertib administrasi seperti yang diinstruksikan.(telemung,17 maret 2014)
Pelaksanaan ADD sudah dalam pemahaman mengenai pengel olaan administrasi
yang seusai dengan ketentuan yang ada. (pesucen,13 maret 2014)
Disetiap kesempatan selalu di singgung mengenai administrasi yang harus sesuai
dengan ketentuan.(bulusari,18 maret 2014)
Pihak desa slalu mengkonsultasikan bagaimana mengelola adminstrasi
berdasarkan ketentuan yang telah diisntruksikan pemerintah.(kelir, 14 maret
2014)
Kami masi membutuhkan bimbingan dan arahan dari pihak kecamatan maupun
kabupaten.(ketapang,19 maret 2014)
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